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61 Bagian | Akuntansi Sektor Publik 1.1 Definisi akuntansi sektor publik terkait erat dengan penerapan dan penanganan akuntansi di ranah publik. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme untuk merancang dan menganalisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga publik dan departemen yang lebih tinggi di mana mereka berada, pemerintah daerah, badan publik, badan publik, LSM dan dana sosial, serta proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Kontroversi Akuntansi Nirlaba
/ Akuntansi Sektor Publik Nirlaba Akuntansi publik: Akuntansi sektor publik sektor publik digambarkan sebagai lembaga publik, atau dengan proposal yang lebih jelas dari pemerintah berpengaruh, pemerintah negara bagian dan industri nasional (perusahaan negara, entitas pemerintah, perusahaan publik) Akuntansi publik didefinisikan lebih sebagai sistem untuk mengukur efektivitas pemerintahan. Dengan kata lain, akuntansi mendukung Pemerintah dalam mempertimbangkan keputusan sumber daya apa
yang harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan militer (dan kebutuhan ekspor) serta kebutuhan kelompok sipil. 1.2 Keuntungan akuntansi sektor publik dari American Accounting Association (1970) meliputi tujuan akuntansi sektor publik: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen yang tepat, efektif dan ekonomi untuk operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan manajemen. Memberikan informasi yang mungkin Dan program yang efektif dan
penggunaan sumber daya di mana ia diizinkan; dan pegawai negeri dapat melaporkan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini adalah tentang akuntabilitas. 1.3 Akuntansi laporan keuangan sektor publik untuk pengadaan barang dan utilitas di sektor publik, dengan mempertimbangkan unsur perencanaan publik yang terkandung dalam perencanaan, adalah perumusan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber
daya yang tersedia. APBN memberikan rencana rinci pendapatan dan pengeluaran organisasi sehingga pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan penduduknya. Pelaksanaan APBN terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu, alokasi anggaran (belanja), pelaksanaan pendapatan dan pelaksanaan program. Sementara siklus dimulai dengan persiapan, implementasi dan proses penyelesaian. Pembelian barang dan jasa publik, cara dan tindakan untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau
masyarakat. Laporan Keuangan Pelaporan Keuangan Sektor Publik menggambarkan efektivitas program dan kegiatan, kemajuan pencapaian target pendapatan, penerapan biaya penyerapan, serta pelaksanaan pembiayaan. Audit sektor publik adalah proses sistemik yang secara objektif memberikan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan penilaian aktivitas dan peristiwa ekonomi dalam rangka memastikan gelar atau tingkat hubungan antara Arci dengan kriteria yang ada, serta menyampaikan
hasilnya kepada pemangku kepentingan. Proses akuntabilitas publik atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam melaporkan tanggung jawab wali amanatnya. Contoh: pemaparan bupati LNR dalam DNR dan pemindahan Ketua Dana kepada Dewan Pengawas. 1.4 Lingkup Sektor Publik 1.  Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: Tidak. Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Inflasi Per kapita pendapatan (GNP/PDB) Struktur
manufaktur Tenaga Kerja Angkatan Kerja Aliran Modal Domestik Cadangan Devisa Nilai Tukar Mata Uang Asing Utang dan Teknologi Infrastruktur Bantuan Asing (en) Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Sektor Informal 2. Politik - Hubungan negara dengan masyarakat - Legitimasi pemerintahan - Jenis rezim yang berkuasa - Elit politik dan massa - Jaringan Internasional - Kelembagaan 3. Keragaman budaya suku, ras, agama, bahasa dan budaya - Sistem Nilai dalam Masyarakat - Sosiologi Sejarah
Masyarakat - Karakteristik Masyarakat - Tingkat Pendidikan 4. Demografi v Pertumbuhan Populasi v Struktur Usia populasi v Migrasi v Kesehatan Tingkat 2. Bidang-bidang utama akuntansi sektor publik di Indonesia: a. Akuntansi pemerintah pusat b. Akuntansi otoritas setempat c. Akuntansi partai politik D. Akuntansi LSM E. Dana Akuntansi, Pendidikan Akuntansi, Sekolah, Perguruan Tinggi Akuntansi Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit h. Akuntansi tempat ibadah 1.5 Organisasi Sektor Publik 1.
Karakteristik organisasi sektor publik: Tujuan kemakmuran masyarakat secara bertahap, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun dalam memenuhi kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, angkutan umum dan pangan. Sumber pendanaan berasal dari dana publik yang menunjukkan pajak dan biaya, laba perusahaan pemerintah, pinjaman pemerintah dan pendapatan lain yang valid dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan saat ini. Skema akuntabilitas tersebut bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan publik seperti organisasi pemerintah, yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPA) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR), serta di yayasan dan LSM seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Budaya organisasinya birokratis, formal dan multitingkat. Penganggaran dilakukan dengan masyarakat dalam perencanaan program.
Pemotongan anggaran untuk program pemerintah diterbitkan sebagai kritis dan dibahas oleh publik. Terakhir, diadopsi oleh perwakilan masyarakat di DNR, DPD, DPRD, rapat partai syuro, dewan LSM, atau dewan yayasan. Pihak yang berkepentingan dapat digambarkan secara rinci sebagai orang Indonesia, staf organisasi, kreditur, investor, lembaga internasional, termasuk lembaga donor internasional (seperti Bank of Indonesia (Bank Dunia), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia
(ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP), USAID dan pemerintah asing. 2. Unsur/Ketentuan dalam organisasi publik No. membentuk organisasi publik Manajeman Lambaga perwakilan dari Organisasi Administrator Harian (program-eksekutif) Pemilik (menjabat) 1. Pemerintah - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - DPRD - Sekretariat Negara dengan Kementerian / Sekretariat daerah dengan satuan tugas perangkat keras (SKPD) Komunitas 2. Partai
Politik - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) - Dewan Pimpinan Daerah (DPW) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) - Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Ranting - Sekretaris Umum DPP - Sekretaris DPW - Sekretaris DPD - Sekretaris DPC - Sekretaris Dewan Pimpinan Konstituen ke-3 Cabang. Lembaga swadaya masyarakat Dewan Gubernur - Dewan Konstituen - Dewan Pengawas dan staf/divisi/bagian dalam struktur organisasi yang berkaitan dengan Gugus Tugas 4. Fund
Board of Trustees Advisory Group/Board of Fund Administrators bersama dengan staf/unit/partisipasi dalam struktur organisasi donatur/Gedung 5 yang tertarik. Organisasi tempat ibadah oleh Dewan Penasihat dan Staf/Departemen/bagian dalam struktur organisasi, menyangkut rakyat 1.6 Sejarah kegiatan peradaban periode akuntansi sektor publik 3000 BC-1000SM Praktik perencanaan Babel diadakan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Praktek Sistem Perekaman Mesir
Kuno telah ada sejak Mesir Kuno. Sebuah kementerian telah dibentuk untuk mengelola laporan kepada Perdana Menteri. Menteri melakukan praktik laporan bulanan terkait pengembalian pajak. 1000 SM -1 abad Yunani Pada masa Yunani pemerintah yang berkuasa membagi sumber pendapatan yang cukup berbeda yang diterima. Roma abad ke-1-5 di Roma, praktik akuntansi untuk mendukung pengaturan pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik di jabatan gubernur atau kekaisaran. Pertengahan abad ke-
14 di Eropa, praktik pertengahan hingga akhir abad ke-14 mendaftarkan transaksi keuangan di Genoa adalah bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Selain itu, proses pendaftaran berkembang dalam proses kerja sama antarnegara. Pada saat yang sama, di belahan dunia lain gereja memasuki era peran gereja pada awal abad ke-15 Pemerintahan Eropa Pada awal abad ke-15 kekuatan ekonomi yang diteruskan dari Italia ke Inggris, di mana proses pelaporan dikembangkan
secara lebih rinci, terutama informasi tentang tenaga kerja, metode produksi, jenis dan kualitas, barang industri, harga penjualan dan metode pemasaran. Pada akhir abad ke-18, ada perubahan mendasar dalam aturan melakukan bisnis di Eropa. Inisiatif individu menjadi lebih berharga dan membuka peluang terluer. Akibatnya, Revolusi industri inggris yang kurang dibuat. Acara ini menunjukkan bahwa perkembangan akuntansi keuangan dan biaya bagi perusahaan juga disebabkan oleh perkembangan praktik
akuntansi sektor publik. Dapat dikatakan bahwa pada abad ke-19 dan ke-20 praktik akuntansi sektor publik Eropa tumbuh lebih lambat. Salah tafsir mulai muncul dengan menyamakan akuntansi pemerintah proses pendaftaran penarikan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. 1.7 Nilai uang Sektor Publik, yang berfokus pada layanan jangka panjang, sering dipandang sebagai sarang inefisiensi, limbah, sumber pengalihan dan lembaga yang terus-menerus kehilangan. Oleh karena itu organisasi sektor publik
harus memperhatikan nilai uang dalam operasi mereka. Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik atas dasar: 1. Ekonomi: akuisisi sumber daya dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan data input dengan nilai input yang dinyatakan dalam unit moneter. Perekonomian terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan sumber daya yang digunakan untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang
tidak produktif. 2. Efisiensi: Memaksimalkan output dengan input tertentu atau paling tidak menggunakan input untuk mencapai kesimpulan tertentu. Efisiensi adalah perbandingan hasil/input yang dikaitkan dengan standar atau target kinerja yang ditetapkan. Efisiensi: tingkat pencapaian program dengan tujuan yang ditentukan. Sederhananya, efisiensi adalah perbandingan hasil dengan input. 4. Keadilan: Ini adalah tentang peluang sosial yang sama untuk layanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan
ekonomi. 5. Untuk menyamakan: penggunaan uang publik harus terkonsentrasi tidak hanya dalam kelompok tertentu, tetapi juga harus didistribusikan secara merata. Nilai uang: 1. Meningkatkan efisiensi layanan publik dalam arti bahwa layanan diberikan secara terasar; Meningkatkan kualitas pelayanan publik; Mengurangi biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan input; Distribusi pengeluaran, yang sebagian besar berorientasi pada kepentingan publik; dan 5. Meningkatkan
kesadaran akan uang publik sebagai alasan utama pertanggungjawaban publik. 1.8 Kesetaraan publik-swasta. Perbedaan tujuan sektor swasta sektor publik organisasi nirlaba motif keuntungan Sumber pembiayaan pajak, penagihan, utang, obligasi pemerintah, keuntungan instansi pemerintah/instansi pemerintah, penjualan aset publik, dll Pembiayaan domestik: ekuitas, laba tidak larut, penjualan aset. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham. Akuntabilitas Publik dan Perlemen
(DPR/DPRD) Perlemen Perabilitas kepada pemegang saham/pemberi pinjaman Struktur organisasi birokrasi, kaku, fleksibel hierarkis: datar, piramida, lintas fungsi, dll Fitur anggaran terbuka untuk ditutup secara publik untuk negara Akuntansi Akuntansi b. Kesetaraan - Kedua sektor, baik swasta publik maupun swasta sistem ekonomi dalam satu, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kurangnya sumber daya,
sehingga sektor publik dan swasta memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien dan efisien. Proses pengendalian manajemen, termasuk pengelolaan keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor tersebut. Kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, organisasi dan pemantauan. Dalam artian, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, kedua sektor terikat oleh
peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya sebagaimana diperlukan. 1.9 Akuntansi sektor publik dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memberikan beberapa karakteristik tata kelola yang baik, maliputi: - Partisipasi; Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan secara langsung, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan Tan dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut didasarkan pada kebebasan bersilaturahmi dan pidato dan
partisipasi yang konstruktif. Aturan hukum; kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Transparansi; transparansi didasarkan pada kebebasan informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat diperoleh langsung kepada mereka yang membutuhkan. - Responsif; Instansi pemerintah harus cepat dan responsif melayani pemangku kepentingan - Orientasi Konsensus; berfokus pada kepentingan masyarakat luas. Ekuitas; setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
mencapai kemakmuran dan keadilan. Efisiensi dan efisiensi Sumber daya publik dikelola secara efektif dan efisien. Akuntabilitas tanggung jawab kepada masyarakat atas segala kegiatan. Visi strategis; penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Dari delapan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, akuntansi sektor publik berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas publik dan nilai uang (ekonomi, efisiensi dan efisiensi). Bagian Il dari Peraturan Akuntansi
Sektor Publik dan Standar 2.1 Definisi Peraturan Pemerintah (Peraturan) adalah aturan yang digunakan untuk mengatur instruksi yang digunakan untuk mengatur apa pun dengan peraturan dan peraturan yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa dan berpegang pada pengelolaan organisasi publik, baik di organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat ibadah atau organisasi sosial dan masyarakat lainnya. 2.1.1
Peraturan tentang tahapan siklus akuntansi sektor publik dalam siklus akuntansi sektor publik Contoh pengaturan publik perencanaan publik - UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. - Surat edaran Nomor 0295/M.PPN/1/20050/166/SJ tentang cara menyelenggarakan pembahasan perencanaan pembangunan tahun 2005. APBN - Undang-Undang Keuangan Daerah 17 Tahun 2003 - UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah - G. Permindagri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - G. Perm dan No. 59 Tahun 2007. 32, 2005, tentang Pedoman Pengadaan Sektor Publik/Pelaporan Keuangan Sektor Publik PP 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan efektivitas lembaga audit sektor publik - UU 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Tanggung Jawab Manajemen Respons Keuangan Negara - Peraturan BCP No. 1/2008 Tentang Standar Pemerintah Keuangan Negara Pelaporan Peraturan Negara Nomor 8 Tahun
2006 tentang pelaporan keuangan dan kegiatan lembaga publik 2.1.2 Penyusunan Peraturan Negara 1. Kata-kata dari masalah Membentuk masalah publik termasuk yang berikut: - Apa masalah sosial yang ada - Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah - Siapa pelaksananya, yang perilakunya bermasalah - Analisis pro dan kontra menerapkan peraturan publik - Tindakan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik 2. Rancangan proyek peraturan pemerintah ini merupakan kerangka awal
yang disiapkan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang perlu diselesaikan. Rancangan peraturan negara harus mampu menjelaskan siapa yang merupakan organisasi publik, melaksanakan aturan, kekuasaan apa yang diberikan kepadanya, perlunya tidak memisahkan antara otoritas regulasi dengan badan yang memberikan sanksi untuk ketidakpatuhan, persyaratan apa yang wajib, organisasi publik eksekutif, dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada aparatur pelaksanaan jika menyalahgunakan
wewwenang. 3. Prosedur untuk membahas ruang lingkup tim teknis (organisasi eksekutif) yang lebih mewakili kepentingan cabang eksekutif (manajemen) - setelah dengar pendapat umum diadakan. Debat legislatif (misalnya DNR/D) dan publik cenderung sangat terampil dengan kepentingan politik. 4. Pengesahan dan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh organisasi masyarakat (pimpinan organisasi). 2.2 Undang-Undang Dasar Keuangan Publik Indonesia 2.2.1 Dasar
UNDANG-Undang Keuangan Negara dapat diartikan sebagai menggunakan hak dan tanggung jawab warga negara, yang dapat menjadi nilai uang dalam prosedur tata kelola. Ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan publik - kekuatan untuk pengelolaan keuangan publik - persiapan dan penetapan APBN - penyusunan dan penetapan APBN - hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Bank Sentral, pemerintah daerah dan otoritas publik / lembaga asing -
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan lokal, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Msyarakat - Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan UU APBN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Lingkup dan Aset Umum Perbendaharaan Negara - Kantor Pejabat Perbendaharaan Negara - Pelaksanaan Pendapatan dan Pengeluaran Negara/Daerah - Pengelolaan Investasi dan Barang Milik Negara/Daerah - Administrasi dan Akuntabilitas
AP BUMN/APB D - Pengendalian Negara Dalam Negeri - Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah -004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BNC) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem nasional perencanaan pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. , periode menengah dan tahunan, dilaksanakan oleh
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005, tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 80 Tahun 2003, pedoman pengadaan barang/jasa untuk pengadaan publik dan alokasi logistik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang pekerjaannya membutuhkan pelaksanaan yang cepat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dilaksanakan sebelum Juli 2005, juga diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan. 2.2.2 Dasar dari Undang-Undang Keuangan Daerah tentang Pembangunan Daerah sebagai bagian yang berkepala antara pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam tata kelola Kekuatan. Situasi tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, terbagi menjadi wilayah provinsi; selain itu, provinsi ini sendiri juga terbagi menjadi kabupaten dan kota di mana setiap provinsi,
kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Pasal 18 A (2) UUD 1945 mengklarifikasi bahwa hubungan keuangan, pelayanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan otoritas daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan UU. 2.2.3 Kerangka Kerja Keuangan dan Hukum Organisasi Publik Lainnya, yang disediakan oleh PSC No. 45 tentang organisasi nirlaba dengan keyakinan atau prinsip, yang harus
diikuti oleh organisasi nirlaba dalam penyusunan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang dasar-dasar yang mengatur organisasi publik berupa Dasar 2.3 Standar Akuntansi Sektor Publik 2.3.1 SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) Standar Akuntansi Negara di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Negara (KGAP). Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi negara di Indonesia, terdapat dua produk hukum terkait standar akuntansi publik, yaitu PP 24
2005 dan PP 71 2010 bukan PP 24 2005. Tujuan dan Strategi KSAP 1. KSAP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan publik. Dalam mencapai tujuan ini, CGAP mengacu pada pengalaman internasional terbaik, khususnya dengan mengadaptasi standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS) yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC) 3. Prinsip pengembangan SAP difokuskan pada IPSAS, tetapi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia,
khususnya, dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku, praktik keuangan yang ada dan intensitas sumber daya pengguna SAP 4. Strategi pengembangan SAP sedang dalam proses bergerak dari basis moneter ke mengumpulkan apa yang disebut uang tunai ke accruing 5. Transisi standar ke akrual diharapkan selesai pada tahun 2007 6. Saat menyusun SAP, KSAP menggunakan materi atau referensi yang dikeluarkan oleh: a. Federasi Akuntan Internasional; B. Komite Internasional
tentang Standar Akuntansi; C. Dana Moneter Internasional; Institut Akuntan Indonesia; Standar Akuntansi Keuangan E. Bsard-USA; F. Dewan Akuntansi Standar AS; Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan keuangan publik; Organisasi profesi lainnya di berbagai negara di bidang pelaporan keuangan, akuntansi dan audit pemerintah. Sebelum Ini Dibayangkan Dalam Resolusi Pemerintah, KSAP Melalui Pemerintah Diminta Pertimbangkan BPK RI untuk Rancangan Proyek Komite Penasihat selanjutnya
mengusulkan kepada Presiden rancangan akhir SAP melalui Menteri Keuangan, yang akan diangkat ke Peraturan Pemerintah. Isi utama standar akuntansi pemerintah Konten utama standar akuntansi pemerintah mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Definisi akun b. representasi transaksi atau akun c. Mengukur transaksi pada akun tertentu d. Penilaian akun, dilaporkan dalam laporan keuangan e. pelaporan dan pengungkapan - SAP No. 01-Presentasi Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pelaporan
Keuangan adalah laporan terstruktur tentang situasi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh otoritas pelaporan. Tujuan pelaporan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas badan pelaporan untuk sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Memberikan informasi mengenai keadaan sumber daya ekonomi, liabilitas dan pemerataan dana publik; B. Memberikan informasi perubahan keadaan sumber daya ekonomi,
liabilitas dan pemerataan dana publik; C. Memberikan informasi tentang sumber, distribusi dan penggunaan sumber daya ekonomi; D. Memberikan informasi tentang pelaksanaan anggaran Anda E. Memberikan informasi tentang cara organisasi pelaporan melaporkan aktivitas mereka dan memenuhi kebutuhan moneter mereka; F.  Memberikan informasi tentang kemampuan Pemerintah dalam membiayai kegiatan publik; G. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan organisasi
pelaporan untuk membiayai kegiatannya. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga memainkan peran berwawasan ke depan dan berwawasan ke depan, memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk operasi saat ini, sumber daya yang beroperasi saat ini, dan risiko dan ketidakpastian terkait. Pelaporan keuangan juga memberi pengguna informasi tentang: a. Panduan tentang apakah sumber daya telah diterima dan digunakan sesuai dengan
anggaran; Dan b. Indikasi apakah sumber daya menjadi sumber daya dan digunakan sesuai dengan peraturan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DNR/DNR. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan negara, yaitu basis akrual. Organisasi pelaporan menyimpan catatan dan laporan keuangan berdasarkan akrual pendapatan dan pengeluaran, serta pengakuan aset, liabilitas, dan ekuitas. Komponen laporan keuangan komponen yang terkandung dalam laporan keuangan terdiri
dari laporan anggaran dan laporan keuangan. Semua komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Laporan pelaksanaan anggaran; B. Laporan saldo anggaran tambahan; C. Neraca; D. Laporan operasional; E. Arus kas; F. Laporan Perubahan Keadilan; dan Catatan untuk Pelaporan Keuangan. Komponen pelaporan keuangan disediakan oleh masing-masing organisasi pelapor, dengan pengecualian Laporan Arus Kas yang disampaikan oleh Divisi Fungsional Bendahara dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran yang hanya disampaikan oleh Bendahara Negara. Laporan Realisasi Anggaran SAP No 02-Budget Adalah laporan yang memberikan informasi pelaksanaan pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran untuk satu periode. Tujuan standar Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah menetapkan dasar untuk menyampaikan laporan anggaran kepada Pemerintah untuk mencapai tujuan akuntabilitas yang
ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, tujuan pelaporan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan informasi pelaksanaan dan anggaran badan pelapor dalam waktu tersandung. - Informasi arus kas SAP No 03-Cash Flow Statement berguna sebagai indikator arus kas di masa depan dan berguna untuk menilai ketelitian perkiraan arus kas yang dibuat sebelumnya. Tujuan dari Laporan Arus Kas Standar adalah untuk mengatur pelaporan arus kas, yang memberikan informasi historis tentang
perubahan arus kas dan setara kas badan pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan kegiatan operasi, investasi pada aset non-keuangan, keuangan dan non-anggaran selama periode pelaporan. Selain itu, tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode pelaporan dan saldo kas dan setara dengan tanggal pelaporan. - SAP No. 04- Catatan tentang laporan pelaporan keuangan adalah catatan
yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami secara luas oleh pembaca, tidak terbatas pada pembaca tertentu atau manajemen organisasi pelaporan. Akuntansi SAP No. 05-Inventory merupakan aset yang lancar dalam bentuk barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Pengiriman dapat mencakup: a. Barang-barang konsumen; B. Amunisi; C. Bahan pemeliharaan; D. Suku cadang; E. Persediaan strategis/on-the-case; F. Band
pajak dan legos; G. Mentah; H. Barang dalam proses/setengah jadi; Saya.. Tanah/bangunan untuk dijual atau ditransfer ke masyarakat j. Hewan dan tumbuhan untuk dijual atau disajikan kepada publik Tujuan penyelidikan standar ini adalah untuk mengatur akuntansi persediaan dan informasi lain yang dianggap perlu untuk disampaikan dalam laporan keuangan. SAP No. 06-Akuntansi Investasi Investasi adalah aset manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau meningkatkan kemampuan
Pemerintah dalam melayani masyarakat. Tujuan dari Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang akan diberikan dalam laporan keuangan. Aset inti SAP No 07-Accounting adalah aset tetap adalah aset nyata yang memiliki periode manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum Tujuan dari Pernyataan Standar ini adalah
untuk mengatur akuntansi aset tetap, termasuk pengakuan, penentuan nilai pembawa, serta penentuan dan akuntansi perlakuan revaluasi dan gangguan nilai yang mendasari aset yang mendasarinya. SAP No. 08-Building accounting dalam pekerjaan konstruksi dalam pekerjaan adalah aset yang sedang dibangun. Tujuan dari Pernyataan Standar Bangunan dalam kesiapan kerja adalah untuk mengatur akuntansi perlakuan konstruksi dalam pekerjaan dengan metode nilai historis. Pernyataan Standar ini
memberikan rekomendasi untuk: a. Mengidentifikasi karya yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pekerjaan; B. Menentukan jumlah pengeluaran, dikapitalisasi dan diwakili oleh dineraca; C. Menentukan dasar untuk mengenali dan mengungkapkan biaya konstruksi. - Kewajiban Kewajiban Akuntansi SAP No. 09 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang telah menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi negara. Tujuan dari Pernyataan Standar ini adalah untuk
mengatur akuntansi transaksi kredit valuta asing, transaksi restrukturisasi pinjaman, biaya utang publik, dan akuntansi kewajiban pemerintah, termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang terkait utang dalam negeri dan ULN. SAP No 10 - Memperhitungkan kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak diperpanjang. Kesalahan biasanya terjadi karena keterlambatan penyediaan data anggaran, kesalahan perhitungan matematika,
kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan dalam mencapai fakta, penipuan atau kelalaian. Tujuan dari Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan perkiraan akuntansi dan transaksi yang tidak diperpanjang. SAP 11 - Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan organisasi pelaporan sehingga disajikan sebagai
badan hukum tunggal. Tujuan dari Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian di kantor pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangan tujuan umum untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan pelaporan keuangan. SAP 12 - Laporan Operasional Tujuan Laporan Operasional Standar adalah untuk menetapkan dasar pelaporan segera kepada Pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Tujuan pelaporan operasional adalah untuk memberikan
informasi operasi keuangan yang tercermin dalam pendapatan, pengeluaran dan defisit operasi/defisit badan pelaporan. 2.3.2 Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang dikeluarkan oleh Federasi Akuntan Internasional (IFAC). Federasi Akuntan Internasional (IFAC), didirikan di Munich pada tahun 1977, adalah Federasi Internasional dan Organisasi Akuntansi. Oleh karena itu, anggotanya adalah organisasi akuntansi nasional dari berbagai negara. Dewan IFAC terdiri dari satu perwakilan, dan
setiap organisasi IFAC bertanggung jawab untuk: a. Memilih anggota Dewan b. Tetapkan dasar kontribusi keuangan anggota dan c. Perubahan konstitusi IFAC telah disetujui. Program kerja Dewan dilaksanakan oleh kelompok kerja kecil atau komite teknis, dalam hal ini ada tujuh komite teknis di IFAS: a. Kepatuhan b. Pendidikan, c. Aku tidak akan melakukan itu. Akuntansi keuangan dan administrasi e. Teknologi informasi f. Komite Sektor Publik bertugas mengembangkan
program untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan sektor publik, yang meliputi: 1. Mengembangkan standar akuntansi dan audit dan mendorong adopsi sukarela dari standar 2 ini. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan program untuk mempromosikan pendidikan dan penelitian; dan 3. Mendorong dan memfasilitasi pertukaran informasi antara organisasi anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Konten utama standar akuntansi sektor publik IPSAS (Standar Akuntansi Sektor Publik
Internasional), yang disiapkan oleh IPSASB sebelum tahun 2010, adalah: IPSAS 1 -Penyajian Laporan Keuangan IPSAS 2-IPSAS 3-Laporan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Perkiraan dan Kesalahan Akuntansi IPSAS 4 -Pengaruh perubahan nilai tukar IPSAS 5-Borrowed expenses IPSAS 6-Konsolidasi dan laporan keuangan terpisah IPSAS 7-Investasi di IPSAS Partners 8-Interests in Joint Ventures IPSAS 7-Investments in IPSAS Partners 8-Investments ipsas Partners 8-Investments 8-Interests in joint
venture IPSAS 79-IPSAS 10 - Pelaporan Keuangan ekonomi hiperinflasi IPSAS 11-Membangun Kontrak IPSAS 12-IPSAS 13-Leasing IPSAS 14-Peristiwa setelah tanggal pelaporan 15-Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Penyajian IPSAS 16-Investasi Properti IPSAS 17-IpSAS Properti, Pabrik dan Peralatan 18 Segmen Pelaporan IPSAS 19-Regulasi, Liabilitas Bersyarat dan Aset Bersyarat IPSAS 20-Pihak Terkait Pengungkapan IPSAS 21-Breaking Non-Cash Generating Assets IPSAS 22-
Pengungkapan Sektor Publik Umum (IFAC, 2010) IPSAS 23-Income dari transaksi non-exchange (pajak dan transfer) IPSAS 24-Penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan IPSAS 25-Employee benefit IPSAS -Breaking of cash generating IP IPSAS 27-Pertanian IPSAS 28-Instrumen Keuangan: Penyajian IPSAS 29-Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran IPSAS 30-Instrumen Keuangan: Pengungkapan aset ipsas 31-tidak berwujud. (IFAC, 2010) Berikut penjelasan IPSAS 1 via IPSAS 8.
IPSAS 1: Presentasi Pelaporan Keuangan IPSAS 1, Presentasi Pelaporan Keuangan, diterima terutama dari Standar Akuntansi Internasional 1 yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Committe (IASC). Perbedaan utama antara IPSAS 1 dan ISU 1 adalah yang satu itu. Klarifikasi lebih lanjut yang tertuang dalam IAS 1 dimasukkan dalam IPSAS 1 untuk menjelaskan standar ketenagakerjaan akuntan oleh organisasi sektor publik, seperti pembahasan penerapan konsep yang akan diterapkan. 2.
Mengirimkan issaf 1, baik laporan yang menunjukkan semua perubahan ekuitas atau aset bersih, atau laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas / aset bersih selain yang dihasilkan dari transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik sebagai pemilik. Dalam beberapa kasus, IPSAS 1 menggunakan terminologi isoth yang berbeda dari ISU 1. Contoh: IPSAS 1 IAS 1 Laporan Pendapatan Perusahaan Badan Usaha Laporan Pendapatan Kinerja Keuangan Aset Bersih Neraca Posisi
Keuangan/Ekuitas Ekuitas 4. Komponen pelaporan keuangan IPSAS terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan kinerja (net surplus atau defisit), laporan perubahan modal saham dan kebijakan akuntansi dan catatan dalam laporan keuangan. IPSAS 1 berisi ketentuan transisi yang memungkinkannya untuk tidak mengungkapkan pengecualian dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan implementasi dan transisi di IK lainnya. IPSAS 1 berisi ringkasan karakteristik kualitatif (berdasarkan kerangka kerja
IASC). IPSAS 2: Laporan Arus Kas IPSAS 2, Laporan Arus Kas yang diambil terutama dari IAS 7. Perbedaan utama antara IPSAS 2 dan IPSAS 7 adalah sebagai berikut: 1. Klarifikasi tambahan yang terkandung dalam IUC 7 dimasukkan dalam IPSAS 2 untuk menjelaskan penerapan standar akuntansi kepada entitas sektor publik. 2. Dalam beberapa kasus, IPSAS 2 menggunakan terminologi berbeda dengan ISU 7. Contoh: IPSAS 2 IAS 7 Entitas Perusahaan Laporan Pendapatan Kinerja Keuangan Laporan
Pendapatan Neraca Keuangan Aset Bersih /Ekuitas Ekuitas 3. IPSAS 2 berisi seperangkat definisi teknis yaitu ebrbeda dibandingkan dengan ISU 7. Seperti ISU 7, IPSAS 2 memungkinkan metode langsung atau tidak langsung digunakan untuk mewakili arus kas dari kegiatan operasi. IPSAS 1 berisi ringkasan karakteristik kualitatif (berdasarkan kerangka kerja IASC). IPSAS 3: Surplus atau defisit bersih untuk periode tersebut, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi IPSAS 3, surplus atau
defisit bersih untuk periode tersebut, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi yang diadopsi terutama dari IAS 8 yang dikeluarkan oleh IASC. Perbedaan utama antara IPSAS 3 dan ISU 8 adalah yang satu itu. Klarifikasi lebih lanjut yang tertuang dalam ISU 8 dimasukkan dalam IPSA 3 untuk menjelaskan penerapan standar akuntansi kepada entitas sektor publik. Dalam beberapa kasus, IPSAS 3 menggunakan istilah yang berbeda dari ISU 8. Contoh: IPSAS 3 IAS 8 Laporan Pendapatan Badan
Usaha Laporan Pendapatan Kinerja Keuangan Aset Bersih Neraca/Ekuitas 3. IPSAS 3 berisi definisi istilah teknis yang berbeda dari ISU 8. IPSAS 3 mengandung definisi yang berbeda dari unsur darurat daripada ISU 8. IPSAS 3 memuat persyaratan khusus bahwa barang-barang luar biasa harus berada di luar kendali atau pengaruh badan hukum : IPSAS 4: Dampak perubahan pertukaran mata uang Ipsas Target 4: Organisasi dapat melakukan kegiatan asing mereka dengan dua cara, yaitu (1) saksi dengan
mata uang asing; dan (2) bekerja di luar negeri. Masalah akuntansi utama adalah perdagangan menggunakan mata uang asing. Perbedaan antara IPSAS 4 dan ISU adalah 21:1. Kilarifikasi lebih lanjut yang ada di IAS 21 telah dimasukkan ke dalam IPSAS 4 untuk memperjelas bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan dalam entitas sektor publik 2. IPSAS 4 menggunakan terminologi yang berbeda dari IAS 21. Contoh: IPSAS 4 IAS 21 Laporan Pendapatan Badan Usaha Laporan Pendapatan Kinerja
Keuangan Aset Bersih Neraca Posisi Keuangan/Ekuitas Ekuitas 3. IPSAS 4 memiliki sejumlah perbedaan dengan IAS 21 dalam hal definisi teknis dan istilah yang terkandung dalam paragraf 9 4. Ayat 31 IPSAS menyatakan bahwa perbedaan nilai tukar karena devaluasi berulang atau depresiasi mata uang dalam kondisi tertentu harus dikapitalisasi pada aset-aset tersebut. IPSAS 5: Meminjam biaya objektif IPSAS 5: standar ini berisi biaya pinjaman.  Perbedaan antara IPSAS 5 dan ISU adalah 23:1.
Penjelasan tambahan di sana, ISU 23 tergabung dalam IPSAS 5 untuk memperjelas bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan di lembaga sektor publik. 2. IPSAS 5 menggunakan terminologi isu 21 yang berbeda. IPSAS 5 IAS 23 Laporan Pendapatan Badan Usaha Laporan Pendapatan Kinerja Keuangan Aset Bersih Neraca Posisi Keuangan/Ekuitas Ekuitas 3. IPSAS 5 berisi sejumlah perbedaan definisi istilah teknis dengan IAS 23 yang tercantum dalam paragraf 5. IPSAS 6: Pelaporan Keuangan
Konsolidasian dan Akuntansi IPSAS 6, Laporan keuangan konsolidasian dan akuntansi organisasi yang dikendalikan, disusun sesuai dengan IAS 27, laporan keuangan konsolidasian dan akuntansi di anak perusahaan, meskipun dalam IPSAS 6 terdapat perbedaan serius dengan IPS 27, yaitu: 1. Klarifikasi tambahan yang tertuang dalam IPSAS 27 dimasukkan dalam IPSAS 6 untuk mengklarifikasi bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan untuk organisasi sektor publik. IPSAS 6 menggunakan istilah ISU
27 yang berbeda. 3. IPSAS 6 mencakup distribusi transisi yang memungkinkan organisasi untuk tidak menghapus semua saldo dan operasi antar lembaga dalam entitas ekonomi, untuk melaporkan tanggal asli periode tiga tahun setelah tanggal adopsi standar pertamanya. IPSAS 7: Akuntansi dalam asosiasi IPSAS 7 disusun berdasarkan IAS 28, menyumbang asosiatif. Perbedaan antara IPSAS 7 dan IPSAS 28 adalah: 1. Klarifikasi tambahan dalam IPSAS 28 dimasukkan dalam IPSAS 7 untuk memperjelas
bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan dalam entitas sektor publik. 2. IPSAS 7 digunakan untuk berinvestasi di semua asosiasi dimana investor memiliki kepemilikan atas asosiasi dalam bentuk pemegang saham atau struktur permodalan lainnya. ISU 28 tidak memiliki persyaratan kepemilikan yang sama 3.  Seperti IAS 28, standar ini memungkinkan investasi dalam asosiasi dan menyertakannya dalam laporan keuangan terpisah dan laporan keuangan konsolidasian untuk menentukan biaya mereka
dihitung menggunakan metode ekuitas. IPSAS 8: Pelaporan keuangan kepentingan dalam perusahaan patungan IPSAS 8 didasarkan pada standar akuntansi internasional IAS 31. Perbedaan utama antara IPSAS 8 dan IAS 31 adalah: 1. Klarifikasi tambahan dalam IPSAS 31 termasuk dalam IPSAS 8 untuk memperjelas bahwa standar akuntansi ini dapat digunakan dalam entitas sektor publik 2. IPSAS 8 menggunakan definisi joint venture yang berbeda dengan ISU 31. Istilah perjanjian kontrak telah diubah
menjadi perjanjian yang mengikat 3. IPSAS memperkenalkan penugasan transisi yang memungkinkan entitas untuk tidak semua saldo dan transaksi antara manfaat ekonomi, untuk laporan tanggal periode awal dalam waktu tiga tahun sejak tanggal pertama kali diadopsi oleh standar ini. 2.3.3 LAPORAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 TENTANG ORGANISASI NIRLABA PELAPORAN KEUANGAN MENYEDIAKAN LAYANAN DAN TIDAK BERUSAHA UNTUK MENDAPATKAN
KEUNTUNGAN, organisasi ini umumnya dibiayai oleh kontribusi, akuisisi atau investasi, tarif pada layanan dan bantuan pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, sebuah organisasi nirlaba bisa mendapatkan surplus, yaitu selisih antara arus kas dan cash outflow. Organisasi nirlaba biasanya memilih pemimpin, administrator, atau manajer yang menerima mandat dari pemangku kepentingan mereka terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana akuntabilitas sebagai sarana
akuntabilitas adalah bagian integral dari organisasi nirlaba, sehingga laporan keuangan harus disampaikan kepada organisasi nirlaba untuk mengevaluasi organisasi nirlaba dalam menyediakan layanan dan keberlanjutannya dalam menyediakan layanan dan menilai akuntabilitas dewan direksi/manajemen untuk tanggung jawab, kewajiban dan pemenuhan Organisasi nirlaba Fitur 1. Sumber daya organisasi berasal dari donatur yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi sebanding dengan yang disediakan.
Sebagai hasil dari karakteristik ini, organisasi nirlaba memiliki transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi di badan usaha, seperti menerima sumbangan. 2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa keuntungan, dan jika suatu organisasi menghasilkan keuntungan, jumlah tersebut tidak pernah didistribusikan di antara pendiri atau pemilik bisnis. 3. Tidak ada properti tersebut, seperti kebiasaan dalam organisasi perusahaan, dalam arti kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,
ditransfer atau dikembalikan, atau kepemilikan itu tidak mencerminkan pangsa sumber daya organisasi pada saat likuiditas atau pembubaran organisasi. Perbedaan antara organisasi nirlaba dan organisasi nirlaba tidak hanya dalam menghasilkan keuntungan, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, mencari keuntungan, meningkatkan kekayaan pemegang saham, kepemilikan properti tidak jelas, sehingga tidak dapat dijual, dilunasi atau dilunasi, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan
pangsa sumber daya aset pada saat likuiditas atau pembubaran perusahaan, bagian kepemilikan eksplisit, sumbangan pendanaan dari donatur, dan sebagian kecil dari kegiatan tersebut tidak boleh berasal dari aktivitas operasi. Laba usaha, pinjaman, ekuitas, mengukur produktivitas tidak hanya dengan dari melayani masyarakat, organisasi sasaran kesejahteraan, dll., Pertimbangan ekonomi memainkan peran yang sangat penting, Ikuti keuntungan Jika ada keuntungan, tidak untuk dibagikan kepada pemilik,
keuntungan biasanya meluas ke pemilik / pemegang saham, distribusi tanggung jawab tidak mudah dilakukan karena dewan komisaris bukan pemilik distribusi tanggung jawab dengan jelas, yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih direktur pelaksana. Standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba Indonesia ditetapkan dalam PAC 45 Revisi 2010 atas laporan keuangan organisasi nirlaba. Selisih Revisi PSAK 45 2010 dengan Revisi PSAK 45 1997 Mengenai Revisi PSAK 45 2010 PSAK 45
REVISI 1997 Lingkup dapat diterapkan oleh instansi pemerintah dan satuan sejenis lainnya. Selama ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berlaku untuk instansi pemerintah, departemen dan unit serupa lainnya dari Sertifikat Mekanisme yang tidak diatur dalam PSAK 45 SAK atau SAK ETAP untuk organisasi, yang tidak memiliki sak pelaporan publik yang substansial, yang berlaku umumnya untuk Topik Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada laporan
keuangan organisasi nirlaba IAl menerbitkan Laporan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba, PSC antara lain menggambarkan: Tujuan pelaporan keuangan: tujuan utama pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya umum untuk tujuan pelaporan keuangan organisasi komersial, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Namun, karena perbedaan tujuan organisasi, ada perbedaan antara laporan
keuangan pengguna dan isi laporan keuangan. PSAK Nomor 45 memberikan pemahaman tentang tujuan pelaporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan donor, anggota organisasi, kreditur dan lainnya yang menyediakan sumber daya untuk organisasi nirlaba. PSAK 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba juga bertujuan untuk mengatur laporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan bantuan standar pelaporan, diharapkan laporan
keuangan organisasi nirlaba akan lebih mudah dipahami, relevan dan sangat menarik. Sifat pembatasan Dana sesuai dengan PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan dalam laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan sifat pembatasan dana, menurut PSC No. 45, hal-hal berikut didefinisikan: 1. Pembatasan permanen ditentukan: 1. Pembatasan permanen ditentukan: 1. Pembatasan
permanen penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh donatur untuk melestarikan sumber daya tersebut dalam skala permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk pendapatan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. 2. Pembatasan sementara adalah pembatasan penggunaan sumber daya donor, yang menetapkan bahwa sumber daya akan dipertahankan untuk jangka waktu tertentu atau sampai keadaan tertentu terpenuhi. 3. Sumbangan obligasi adalah sumber daya yang
terbatas pada donatur untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut mungkin bersifat permanen atau sementara. Sumbangan tanpa batas adalah sumber daya yang tidak terbatas pada donatur untuk tujuan tertentu. Ruang lingkup akuntansi tusukan organisasi nirlaba mencakup laporan keuangan dan nama akun berdasarkan templat psac No.45. Elemen pelaporan keuangan berdasarkan PSC No.45: (a) Laporan Situasi Keuangan Adalah judul lain dari keseimbangan dalam laporan keuangan lembaga komersial.
Laporan ini memberikan informasi tentang ukuran aset atau aset institusi dan sumber akuisisi aset tersebut (mungkin dari utang atau aset bersih) pada satu titik. Tujuan dari laporan situasi keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang aset bersih, liabilitas dan aset, serta informasi tentang hubungan antara universitas pada waktu tertentu. Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan yang digunakan selain pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu donatur,
anggota, kreditur dan lainnya untuk menilai: 1. Kemampuan organisasi untuk memberikan layanan secara berkelanjutan; dan 2. Likuiditas, fleksibilitas finansial, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan pembiayaan eksternal mereka. Laporan keuangan, termasuk laporan keuangan, memberikan informasi yang relevan tentang likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan kewajiban. Informasi tersebut biasanya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki
karakteristik serupa dalam kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus mewakili total aset bersih, liabilitas, dan aset. (b) Laporan Laporan Kegiatan berisi dua porsi besar, yaitu besaran pendapatan dan pengeluaran instansi untuk satu periode anggaran. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan pembatasan atau obligasi yang ada. Sementara biaya atau pengeluaran disajikan dalam laporan kegiatan berdasarkan kriteria fungsional, beban biaya
dengan demikian akan terdiri dari biaya kelompok utama program layanan dan kegiatan pendukung. Tujuan utama dari laporan aktivitas adalah untuk memberikan informasi tentang: 1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah volume dan sifat aset bersih. Hubungan antara transaksi dan acara lainnya. Cara menggunakan sumber daya program atau layanan yang berbeda. (c) Laporan Arus Kas Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi penerimaan dan pengeluaran
tunai untuk periode tersebut. Pengajuan arus kas dan arus kas harus diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Kegiatan pendanaan: 1. Pendapatan tunai dari donatur yang penggunaannya terbatas dalam jangka panjang. 2. Hasil kas dari sumbangan dan pendapatan investasi, penggunaannya terbatas pada akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi (donasi). Bunga dan dividen terbatas pada penggunaan jangka panjang. Beroperasi dalam kelompok ini adalah
penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi di perusahaan yang terkait dengan kegiatan institusi. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah: 1. Kelebihan atau defisit badan (data yang diambil dari laporan aktivitas) Amortisasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap bernilai tetapi tidak ada cashing out) setiap tahun. Perubahan piutang institusi. 3. Perubahan akun lain (perkiraan registri umum), seperti: inventaris, biaya pembayaran di muka, dan lainnya. Kegiatan investasi yang
termasuk dalam perkiraan ini meliputi seluruh pendapatan dan pengeluaran dana terkait divestasi lembaga. Investasi dapat berupa pembeli/penjualan aset tetap, penempatan/pembayaran dana deposito atau investasi lainnya. (d) Laporan keuangan Catatan Pelaporan Keuangan Saat Ini adalah bagian integral dari laporan di atas. Tujuan memberikan catatan ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi keuangan yang dianggap perlu bagi pembaca untuk mengetahui adalah untuk dievakuasi. Catatan
tentang laporan keuangan dapat: Rincian penilaian yang diberikan, seperti kebijakan akuntansi seperti metode penyusutan dan tarif yang digunakan untuk aset tetap institusi, metode pendaftaran piutang yang tidak terlukiskan, dan persentase yang digunakan untuk mencadangkannya. Rencana tersebut belum disetujui, namun akan berdampak signifikan di masa mendatang 2.3.4 SPKN (STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tugas keuangan
negara membutuhkan standar. Standar pemeriksaan keuangan negara merupakan amanat UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan negara dan tanggung jawab keuangan serta UU No. 15/2006 tentang Badan Peninjau Keuangan. Standar inspeksi diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan keahlian keuangan dan hasil ujian untuk tujuan tertentu. Standar Inspeksi Keuangan Negara, yang ditetapkan oleh Peraturan BPK 1 tahun 2007, telah berlaku
sejak 7 Maret 2007. Yang satu ini meluas ke semua dilakukan untuk organisasi, program, kegiatan dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. CPSC berlaku untuk BPK atau akuntan, serta kepada pihak lain yang telah diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab pengelolaan dan keuangan negara untuk dan atas nama BPK. CPSC juga dapat menjadi pedoman bagi aparat pengawasan internal
Pemerintah dan pihak lain dalam penyusunan standar pengawasan sesuai dengan jabatan, tanggung jawab dan fungsinya. Pengenalan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesi ahli, kualitas pemeriksaan, serta persyaratan laporan pemeriksaan profesi. Inspeksi berdasarkan standar inspeksi akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diterima dari organisasi yang disurvei dengan mengumpulkan dan memverifikasi bukti secara objektif. Jika pemeriksa melakukan
pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan akan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan negara dan tanggung jawab keuangan, serta pengambilan keputusan oleh penyelenggara negara. Kajian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara juga merupakan elemen penting dalam terciptanya pelaporan publik. Tujuan SPKN adalah untuk mengukur kualitas bagi para ahli dan organisasi ahli dalam melakukan
audit terhadap tanggung jawab pengelolaan dan keuangan negara. Tinjauan tanggung jawab keuangan publik untuk memastikan akuntabilitas publik merupakan bagian dari reformasi bidang keuangan negara, yang dimulai pada tahun 2003. Memahami tata kelola dan tanggung jawab keuangan publik mencakup akuntabilitas, yang seharusnya berlaku untuk semua entitas yang mengatur dan bertanggung jawab secara finansial terhadap negara. Akuntabilitas harus dapat mengetahui pelaksanaan program yang
didanai keuangan publik, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tingkat tabungan, efektivitas dan efektivitas program. Setiap ujian dimulai dengan menentukan tujuan dan jenis ujian yang akan dilaksanakan, serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Jenis inspeksi yang diuraikan dalam SPKN meliputi: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan inspeksi untuk tujuan tertentu. Keahlian keuangan adalah studi laporan keuangan. Financial Review berupaya
memastikan jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan telah diberikan secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi umum di Indonesia atau basis akuntansi prinsip akuntansi yang biasa terjadi di Indonesia. Pemeriksaan efisiensi merupakan pemeriksaan terhadap keuangan negara, yang terdiri dari mempelajari aspek ekonomi dan aspek efisiensi, serta memeriksa aspek efisiensi. Contoh tujuan mempelajari hasil dan efektivitas program, serta analisis ekonomi dan
efisiensi, adalah penilaian: juga. Sejauh mana tujuan legislasi dan organisasi dapat dicapai; B. Alternatif lain yang mungkin dapat meningkatkan kinerja program atau menghapus hambatan terhadap kinerja program; C. Membandingkan biaya dan manfaat atau efektivitas biaya program; D. Sejauh mana program mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki dampak yang tidak terduga; E. Tingkat duplikasi program, tumpang tindih atau konflik dengan program serupa lainnya; F.  Sejauh mana
organisasi diperiksa mengikuti peraturan pengadaan yang wajar; G. Keandalan dan keandalan hasil dan efektivitas program, ekonomi, dan efisiensi; H.  Keandalan, keandalan, dan relevansi informasi keuangan terkait pelaksanaan program. Verifikasi spesifik dari target ditujukan untuk memberikan pendapat tentang hal yang diverifikasi. Ujian, ulasan, atau prosedur yang disepakati dapat dikenakan: pemeriksaan, peninjauan, atau prosedur yang disepakati. = Pemeriksa memiliki tanggung jawab profesional
dalam melakukan dan mempresentasikan hasil pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam SPCN. Pemeriksa harus melakukan tugas-tugas berikut: a. Para ahli memiliki tanggung jawab profesional untuk merencanakan dan melakukan inspeksi untuk mencapai tujuan inspeksi; B. Para ahli harus membuat keputusan yang demi kepentingan publik dalam melakukan inspeksi; C.  Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, ahli harus menjalankan semua tugas profesionalnya dengan tingkat
integritas tertinggi; D. Pelayanan publik dan kepercayaan harus diutamakan daripada kepentingan pribadi; E. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas profesinya.; F.  Para ahli bertanggung jawab atas penggunaan pertimbangan profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan metodologi, menentukan tes dan prosedur yang akan dilakukan, melakukan inspeksi dan menyajikan hasil; G. Para ahli bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan
pengguna lain dengan laporan inspeksi dalam memahami tanggung jawab ahli berdasarkan standar inspeksi dan ruang lingkup inspeksi berdasarkan hukum. SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) - PSP 01: Standar umum memberikan dasar dasar untuk implementasi standar implementasi dan standar pelaporan yang efektif yang diuraikan dalam pernyataan standar berikut. Oleh karena itu, standar umum ini harus dihormati oleh semua ahli dan organisasi ahli yang melakukan audit berdasarkan
standar pemeriksaan keuangan pemerintah. Beberapa standar umum yang termasuk dalam PSP Nomor 01 adalah: a. Penguiji harus secara kolektif memiliki keterampilan profesional yang cukup untuk melakukan fungsi inspeksi; B. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi ahli dan ahli harus bebas secara mental dan dalam munculnya gangguan pribadi, eksternal dan organisasi yang dapat mempengaruhi kemandiriannya; C. Dalam melakukan pemeriksaan dan penyusunan
laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib hati-hati dan cermat menggunakan keterampilan profesionalnya; D. Setiap organisasi inspeksi yang melakukan inspeksi atas dasar SPCN harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem kontrol mutu harus diviu oleh pihak lain yang berkompeten (external quality control). PSP 02 : Standar Pemeriksaan Keuangan untuk Pemeriksaan Keuangan, SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar kinerja lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAl,
sebagai berikut: a. Pekerjaan harus direncanakan dengan cara terbaik, dan jika digunakan oleh asisten staf, maka harus dipantau dengan baik; Perlu adanya pemahaman yang tepat tentang kontrol internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan ruang lingkup tes; C. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui verifikasi, observasi, penyampaian pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyampaikan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. PSP 03 :
Standar Pelaporan Keuangan untuk Pemeriksaan Keuangan, SPKN memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditentukan IAl sebagai berikut: a. Laporan audit harus mengetahui apakah laporan keuangan diberikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia atau prinsip akuntansi komprehensif lainnya (PSAP). B. Laporan auditor harus mengidentifikasi, jika ada, inkonsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut untuk periode sebelumnya; C. Informasi pengungkapan keuangan harus dianggap memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit; D. Laporan auditor harus berisi laporan laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan. Jika pendapat umum tidak dapat diberikan, maka alasannya harus menjadi standar pelaporan pemeriksaan keuangan Jika nama auditor terkait dengan laporan keuangan, laporan
auditor harus memberikan instruksi yang jelas tentang sifat pekerjaan audit, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang diasumsikan auditor. PSP 04 : Standar Pemeriksaan Kinerja Untuk Inspeksi Kinerja, SPKN Memberikan standar sebagai berikut: a. Pekerjaan harus direncanakan dengan benar; B.  Staf harus dipantau; C. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk kesimpulan dan rekomendasi ahli; D. Pemeriksa harus menyiapkan dan menyimpan
kertas ujian dalam bentuk dokumen ujian. Dokumen inspeksi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan inspeksi harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan para ahli yang berpengalaman tetapi tidak ada hubungannya dengan mereka sehingga dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti untuk mendukung kesimpulan, jumlah, dan rekomendasi ahli. PSP 05 : Standar pelaporan kinerja untuk laporan kinerja, SPKN memberikan standar sebagai berikut: a. Pemeriksa
harus menyiapkan laporan hasil pemeriksaan untuk menginformasikan setiap hasil tes; B. Laporan hasil pemeriksaan harus meliputi: pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan berupa hasil pemeriksaan, penjumlahan dan rekomendasi; dan tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan, c. Laporan pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, persuasif dan jelas dan meyakinkan mungkin; D.  Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh
badan perwakilan, diperiksa oleh badan, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur badan hukum yang diaudit, pihak yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan, dan pihak lain yang berwenang menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini. PSP 06 : Pelaksanaan ujian standar dengan tujuan khusus untuk pemeriksaan untuk tujuan tertentu, SPKN memberlakukan dua pernyataan standar pada operasi lapangan aliansi/pengangkatan spap
atestasi, diatur mengikuti IAl: a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik mungkin, dan ketika digunakan, asisten harus dipantau dengan benar; B.  Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional untuk kesimpulan laporan. PSP 07 : Standar pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan khusus untuk pertimbangan untuk tujuan tertentu, SPKN memberlakukan empat pernyataan pelaporan standar aliansi/janji temu dalam SPAP yang ditentukan IAl sebagai berikut: a. Laporan harus
menyebutkan laporan Saksi yang relevan; B.  Laporan ini menunjukkan kesimpulan praktisi apakah asertia disajikan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan, yang dikatakan digunakan sebagai alat ukur; C. Laporan harus menyatakan semua keberatan substantif praktisi tentang aliansi dan representasi asersi; D. Laporan Aliansi tentang evaluasi perjanjian berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan perjanjian untuk menerapkan prosedur yang disepakati harus mencakup
permohonan pembatasan penggunaan laporan hanya oleh pihak-pihak yang setuju dengan kriteria atau prosedur. Part Il Conceptual Framework 3.1 Mendefinisikan kerangka konseptual kerangka konseptual adalah referensi untuk pengembangan standar akuntansi dan solusi untuk berbagai hal yang tidak ditetapkan dalam standar. Dasar konseptual sektor publik merumuskan konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan implementasi siklus akuntansi sektor publik. Referensi untuk: Tim Konstruksi Standar
Bagian Komposit Dari Pengguna Auditor Pelaporan Keuangan Dari Kerangka Pelaporan Keuangan Sektor Publik Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Dan Pelaporan Organisasi Publik Perlu Hukum Distribusi Sumber Daya Masyarakat / Aturan Terakumulasi Kerangka Kerja Organisasi Kinerja Berkelanjutan Pelaporan 1 3.2 Lingkup kerangka konseptual sektor publik akuntansi siklonik ASP sektor publik Pemerintah ParPol LSM Dana Perencanaan Publik - Diskusi Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (musrenbang) - Musrenbang Menengah Nasional - Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah - Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah - Kecamatan jangka panjang musrenbang - Musrenbang jangka menengah daerah - Musrenbang rencana kerja pemerintah - Musrenbang - Musrenbang kecamatan - Musrenbang daerah desa - Diskusi kerja pusat - Diskusi kerja daerah - Diskusi kerja daerah - Diskusi kerja cabang LSM Perencanaan Kerja Rapat Kerja Struktur Perencanaan
Yayasan/Kursi Organisasi APBN - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Perencanaan Anggaran - Perencanaan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran - Anggaran - Pembahasan Anggaran - Pembahasan Anggaran Eksekusi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Publik Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik Proses Pelaporan Keuangan Proses Pelaporan Keuangan Proses Pelaporan Keuangan Proses Pelaporan Keuangan Proses Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan Proses Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan Mekanisme Audit Mekanisme Audit Mekanisme Audit LPJ LPJ Mekanisme Mekanisme Audit Mekanisme Akuntabilitas Pemerintah LpJ Penyampaian dan Akuntabilitas LPJ Penyajian
dan Akuntabilitas LPJ LPJ serta akuntabilitasnya penyampaian LPJ dan akuntabilitasnya 3.3 Pengenalan kualifikasi Karakteristik akuntansi sektor publik Adalah karakteristik kualitas. Kualitas akuntansi sektor publik menjadi ciri khas informasi akuntansi di organisasi sektor publik, yang membantu menentukan kualitas produk masing-masing elemen akuntansi sektor publik. A. Sikap yang tepat berkaitan dengan kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan para pemimpin organisasi dengan mengubah
atau mengonfirmasi harapan mereka mengenai hasil atau konsekuensi dari tindakan atau peristiwa. Dalam konsep kerangka konseptual, informasi yang relevan dapat membantu investor, pemberi pinjaman, dan pengguna lain menilai kondisi masa lalu, saat ini, dan masa depan (nilai perkiraan) atau mengonfirmasi atau memperbaiki harapan utama (umpan balik atau umpan balik). Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam konseptual framework, agar dapat
diandalkan, informasi harus diverifikasi, netral dan disajikan dengan jujur. Pengujian konsisten dengan kualitas pekerjaan mereka berdasarkan standar yang disepakati. - Presentasi dan kelengkapan yang jujur; mengacu pada penyesuaian antara data akuntansi dan data peristiwa yang harus ditampilkan. Netralitas; mengacu pada kurangnya bias dalam penyajian laporan keuangan atau informasi. C. Kualitas sekunder komplementaritas dan konsistensi adalah boiler kedua yang direkomendasikan oleh
pernyataan fasb terkait konsep no. 2 untuk laporan keuangan. Kompatibilitas menjelaskan kegunaan metode yang sama dari waktu ke waktu dengan presentasi tetap. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Lingkungan dapat mendikte perubahan kebijakan akuntansi atau metode yang lebih diinginkan jika mereka dibenarkan sebagaimana mestinya. D. Pertimbangan nilai dan manfaat dikenal dengan keterbatasan yang meresap. Informasi akuntansi
keuangan akan diminta jika manfaat dari melebihi biayanya. Oleh karena itu, sebelum menyiapkan dan menyebarluaskan informasi keuangan, perlu dibandingkan manfaat dan biaya penyusunan informasi ini. E. Materialitas dipandang sebagai ambang batas pengakuan. Materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak signifikan pada keputusan yang dibuat. 3.3 Pengakuan dan pengukuran transaksi publik 3.3.1 Definisi pengakuan dan
pengukuran pengakuan transaksi publik dilakukan dengan mendefinisikan posisi, baik dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang, dan mencantumkannya dalam laporan keuangan atau laporan transaksi keuangan. Pesan yang memenubhi kriteria harus diakui dalam laporan keuangan atau laporan keuangan. Pesan yang sesuai dengan definisi elemen harus dikenali jika: - Ada kemungkinan bahwa manfaat eknomi yang terkait dengan posisi akan berasal dari dan atau dalam organisasi publik. - Posisi memiliki
nilai atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan dan mencakup semua elemen laporan keuangan sektor publik dalam laporan keuangan dan kinerja keuangan. Proses ini menyangkut pilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar yang berbeda untuk pengukuran adalah: - Nilai historis aset dicatat dalam jumlah biaya tunai (atau setara) atau nilai wajar dari remunerasi (pertimbangan) yang diberikan untuk akuisisi aset tersebut
pada saat akuisisi. Liabilitas tercatat sebagai jumlah uang tunai yang diterima sebagai kewajiban atau dalam keadaan tertentu dalam jumlah uang tunai (atau setara) yang diharapkan dapat dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kinerja normal bisnis. - Nilai aset saat ini diperkirakan sebesar kas (atau setara) yang harus dibayar jika aset yang sama dibeli sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah uang tunai yang tidak terhitung (atau setara) yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kewajiban. -
Nilai aset yang layak dinyatakan dalam jumlah uang tunai (atau setara) yang sekarang dapat diperoleh dengan menjual aset ini dalam rilis normal. Kewajiban tersebut didasarkan pada estimasi nilai, yaitu jumlah uang tunai (atau setara) yang tidak dibayarkan dengan diskon untuk memenuhi kewajiban normal kewajiban usaha. - Nilai aset yang dinyatakan saat ini berjumlah pendapatan tunai bersih di masa depan dengan diskon untuk nilai posisi saat ini, yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam kinerja
bisnis normal. Liabilitas yang dinyatakan dalam jumlah arus kas bersih di masa depan ke nilai saat ini. Dimana jumlah tersebut untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan usaha normal. Bagian IV bidang akuntansi dan manajemen manajemen pengendalian 4.1 Akuntansi Sektor Publik berbeda dengan akuntansi keuangan: akuntansi sektor publik terkait penyediaan informasi kepada organisasi internal. informasi untuk anggota eksternal organisasi. Biasanya menyediakan laporan berwawasan ke depan yang
digunakan untuk perencanaan di masa depan. Memberikan informasi historis dan retrospektif tentang laporan tersebut, yaitu laporan kinerja masa lalu. Akuntansi sebagai alat perencanaan adalah cara bagi organisasi untuk menetapkan tujuan dan tujuan organisasi. Perencanaan meliputi kegiatan yang strategis, taktis dan mencakup aspek operasional. Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam memberikan informasi historis dan berwawasan ke depan untuk memfasilitasi
perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi hal ini sangat heterogen, termasuk faktor politik dan ekonomi yang memiliki dampak sangat dominan terhadap stabilitas organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk memprediksi dan menilai peristiwa ekonomi ke depan terkait kondisi ekonomi dan politik saat ini. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan terutama dapat dialokasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: informasi yang biasa atau istimewa; Informasi ke-
50 atau kualitas; dan - Informasi yang diperoleh melalui saluran resmi atau tidak resmi. 4.1.2 Akuntansi, sebagai instrumen pengendalian organisasi organisasi sektor publik, tidak mengejar keuntungan dan memiliki pengaruh politik yang besar sehingga kontrol lebih dalam bentuk aturan birokrasi. Akuntansi sebagai alat kontrol dibedakan dengan penggunaan informasi, yaitu sebagai alat kontrol keuangan dan alat kontrol organisasi. Kontrol keuangan dikaitkan dengan regulasi atau arus kas dalam
organisasi, khususnya memastikan likuiditas dan solvabilitas organisasi yang memadai. Kontrol organisasi dikaitkan dengan integrasi aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Kontrol organisasi diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang ditetapkan. 4.1.3 Proses Perencanaan dan Pengendalian Sektor Publik di Pendlebury (1996) berbagi proses perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik dalam lima fase: 1.
Tujuan perencanaan dan tujuan utama 2.  Perencanaan operasional 3.  Penganggaran 4.  Kontrol dan pengukuran 5.  Pelaporan, analisis, dan umpan balik 4.1.4 Peran Sektor Publik dalam Akuntansi Sektor Publik meliputi: 1. Perencanaan Strategis 2.  Informasi tentang penghargaan biaya 3.  Peringkat investasi 4.  Penganggaran 5.  Menentukan biaya layanan dan menentukan kecepatan layanan 6.  Penilaian kinerja. 4.2 Pengendalian pengelolaan sistem manajemen sektor publik meliputi
beberapa kegiatan, yaitu, perencanaan, koordinasi antara berbagai bagian organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi untuk berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, memantau dan mengevaluasi efektivitas. Kegagalan organisasi dapat terjadi karena keterlambatan atau kegagalan pada satu atau beberapa tahap proses manajemen. 4.2.1 Jenis manajemen manajemen manajemen manajemen manajemen terkait dengan pengembangan strategi dan
perencanaan strategis yang digambarkan sebagai program. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk mengawasi program, yang dipasang menggunakan alat anggaran. Anngaran digunakan untuk menautkan perencanaan untuk mengontrol. Pengendalian kinerja dalam bentuk analisis penilaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. 4.2.2 Sistem manajemen struktur tata kelola harus dipertahankan dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi memanifestasikan dirinya dalam
struktur pusat pusat tanggung jawab. Pusat Akuntabilitas adalah unit organisasi yang dipimpin oleh supervisor yang bertanggung jawab atas pusat akuntabilitas yang dipimpinnya. Tujuan Akuntabilitas: 1. Sebagai dasar untuk merencanakan dan mengevaluasi manajer dan unit organisasi yang mereka kelola; Mempromosikan tujuan organisasi; Mempromosikan congruence tujuan; Mendelegasikan tugas dan kekuasaan kepada unit yang memiliki kompetensi, sehingga mengurangi beban tanggung jawab manajer
pusat; Mendorong kreativitas dan kekuatan inovasi bawahan; Sebagai alat untuk implementasi strategi organisasi yang efektif dan efektif; Sebagai alat kontrol anggaran. Pusat Akuntabilitas 1.  Pusat pengeluaran; pusat pelaporan yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan Dikeluarkan. Contoh: Departemen Manufaktur, Layanan Sosial dan Administrasi Pekerjaan Umum. Pusat Pajak; pusat akuntabilitas, yang produktivitasnya diukur berdasarkan pendapatan. Contoh: Administrasi Pendapatan dan
Pemasaran Daerah. Pusat laba; Pusat Akuntabilitas, yang membandingkan input (pengeluaran) dengan output (pendapatan) dalam unit moneter. Contohnya termasuk BUMN dan BDDS, fasilitas wisata milik otoritas setempat, bandara dan pelabuhan. Pusat investasi; pusat akuntabilitas yang manajernya dihargai atas dasar keuntungan yang disebabkan oleh investasi di pusat akuntabilitas yang di mengepalainya. 4.2.3 Proses Manajemen Sektor Publik Komunikasi Langsung, pertemuan informal, diskusi atau
metode manajemen dengan berjalan kaki. 1. Strategi Formula 2. Perencanaan Strategis 3. Penganggaran 4. Operasional (pelaksanaan anggaran) 5. Menilai efektivitas Bagian V dari APBN Sektor Publik 5.1 Konsep dan teori APBN merupakan rencana aksi manajemen untuk mengedepankan tujuan organisasi. Aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik antara lain: - Aspek Perencanaan - Aspek Pengendalian - Aspek Akuntabilitas Publik Contoh jenis anggaran pemerintah, antara lain: - APBN
dan APBD/APBN/APBN - Rencana Aksi dan Anggaran Perusahaan (RAKP), yaitu anggaran usaha masing-masing BUMN/BUMD, serta badan usaha atau bersama publik-swasta. 5.2 Fungsi APBN No. 1. Alat perencanaan yang digunakan untuk: - Merumuskan tujuan dan tujuan kebijakan sesuai dengan visi dan misi tertentu - Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan merencanakan sumber pendanaan alternatif - mengalokasikan dana ke berbagai program dan
kegiatan yang telah terstruktur - Tentukan efektivitas dan tingkat pencapaian strategi. Alat Pengendalian Anggaran berisi rencana rinci pendapatan dan pengeluaran pemerintah sehingga pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan populasinya. Alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Instrumen politik membahas prioritas dan kebutuhan keuangan prioritas ini. 5. Sarana koordinasi dan komunikasi APBN yang digunakan dengan baik akan dapat
mengidentifikasi inkonsistensi dalam tujuan kelompok kerja. APBN sebagai sarana komunikasi antar unit di lingkungan eksekutif. Anggrana harus dibawa ke bagian berlumpur harus dilaksanakan. 6. Alat Pengkajian Efisiensi Anggaran merupakan bentuk komitmen dari pihak pemegang anggaran (eksekutif) kepada badan (badan legislatif). Efektivitas cabang eksekutif akan dinilai berdasarkan sasaran anggaran dan efisiensi anggaran. Kegiatan manajer negara dinilai atas dasar beberapa keberhasilan yang telah
dicapainya dalam anggaran. Anggaran adalah alat yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas 7. Alat motivasi untuk memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja secara ekonomi, efektif dan efektif untuk mencapai tujuan dan tujuan organisasi yang mapan. 8. Alat untuk penciptaan ruang publik Kelompok masyarakat terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk keuntungan mereka.Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasi
mereka melalui proses politik yang ada. 5.3 Karakteristik APBN. Anggaran yang disediakan di unit keuangan dan unit yang tidak mirip ely; B. ~ Anggaran yang biasanya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu ketukan atau beberapa tahun; C. Anggaran yang berisi komitmen atau kemampuan manajemen untuk mencapai tujuannya; D.  Proposal anggaran, yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pihak berwenang, lebih tinggi daripada dalam penganggaran. E. Anggaran yang telah disusun hanya
dapat diubah dalam kondisi tertentu. 5.4 Prinsip APBN - Demokrasi; masuk akal bahwa anggaran baik anggaran terkait pandapatan maupun pengeluaran harus ditentukan melalui proses yang mencakup sebanyak mungkin elemen masyarakat, dan harus dibahas dan disetujui oleh legislatif. Adil; APBN harus optimal ditujukan untuk kepentingan penduduk dan didistribusikan secara proporsional di antara semua golongan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Transparan; proses pelaksanaan, pelaksanaan
dan akuntabilitas APBN, yang seharusnya diketahui tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada masyarakat umum. Moral tinggi; pengelolaan APBN berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu berlaku untuk etika dan moralitas yang tinggi. Berhati-hatilah; Pengelolaan anggaran publik harus dikelola dengan cermat, karena posisi sumber daya terbatas dan mahal. Bertanggung jawab; pengelolaan keuangan organisasi harus bertanggung jawab kepada orang-orang kapan saja, baik
di dalam maupun di luar negeri. 5.5 Sistem APBN No. 1. Deskripsi sistem penganggaran 1. Sederet titik penganggaran berdasarkan dan dari mana dana berasal (menerima pos) dan untuk dana apa yang digunakan (pengeluaran pos). Tujuan utama kontrol keuangan, sebagian besar berorientasi pada kontribusi organisasi, didefinisikan melalui de-creation bertahap (peningkatan bertahap) dan dalam praktiknya sering menggunakan kemampuan untuk membelanjakan atau menyerap anggaran sebagai indikator
penting untuk mengukur keberhasilan organisasi. 2. Sistem penganggaran dan pendapatan inkremental yang akan merevisinya tahun ini, serta dasar untuk menentukan periode anggaran yang diusulkan tahun ini. 3. Perencanaan, pemrograman sistem anggaran Sesuai perencanaan, pemrograman dan proses penganggaran dalam sistem sebagai terpadu dan tidak terpisahkan, mengandung definisi tujuan dan masalah organisasi yang mungkin timbul. 4. Sistem penganggaran nol-sum berdasarkan perkiraan
kegiatan daripada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kelebihan: Unit pengambilan keputusan baru yang menghasilkan berbagai paket anggaran alternatif yang dibuat sebagai motivasi untuk membuat anggaran organisasi yang akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fluktuasi anggaran. Kerugian: membutuhkan banyak dokumen, data dan membutuhkan pengenalan sistem manajemen informasi yang cukup kompleks. Penganggaran untuk sistem yang berorientasi pada hasil organisasi dan
terkait erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. 6. Strategi Kebijakan Kerangka Penganggaran Anggaran Jangka Menengah (ICTY) berdasarkan anggaran organisasi unit. Struktur ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas pada unit organisasi untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk pengembangan. Keberhasilan MTBF tergantung pada mekanisme pengambilan keputusan kumulatif berdasarkan skala prioritas. 5.6 Siklus Penganggaran Negara No. Deskripsi siklus APBN
1. Mengidentifikasi prosedur dan kelompok anggaran yang terkait dengan Associated Press adalah bagian penting dari proses penganggaran, Karen membutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol sehingga anggaran siap tidak mengandung kesalahan material. 2. Pemasangan dokumen harga standar yang bertujuan untuk mengendalikan harga untuk berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa). 3. Penyaluran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran terkait
tahun ini. Pedoman pengisian pekerjaan dan rencana anggaran membentuk dokumen stnadar harga, serta rancangan atau perencanaan dokumern yang dibuat sebelumnya. Ringkasan dokumen kerja tentang rekapitulasi adalah proses generalisasi atau pengumpulan data dari dokumen kerja. 5. Pembahasan perubahan dan penyelesaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja ditinjau dengan rancangan anggaran, selain memastikan bahwa rancangan anggaran konsisten dengan perencanaan tanpa
kesalahan. Proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan tahap akhir dari proses pembuatan anggaran, dengan masa penganggaran berikutnya kita bisa kembali ke tahap pertama di atas. Bagian VI Penyusunan APBN 6.1 Teknik APBN 1.  Pendekatan Kerangka Kerja Fungsional Sistem Akun Nasional (SNA) merekomendasikan pandangan berikut tentang kendala anggaran: a. Kemandirian organisasi sektor publik b. ~ Mulai dari batas kesempatan, organisasi menanggung biaya
kesejahteraan masyarakat. Jika biaya ditanggung secara penuh, organisasi berada di bawah kendali penuh. Jika tercakup sebagian, organisasi bekerja dalam mekanisme kerja sama. Kondisi ini akan mempengaruhi proses penganggaran berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum dan kepentingan legislatif. Kepentingan formal; adalah cerminan anggaran sebagai produk dari entitas independen, itu adalah anggaran yang terstruktur dalam proses internal organisasi. Kepentingan hukum; adalah nilai yang
solid untuk anggaran subjek tertentu. Menentukan efektivitas anggaran politik kelembagaan rekayasa anggaran juga. Pendapatan, pengangguran, dan inflasi b. Kebijakan nilai tukar c. Kebijakan moneter d. Kebijakan fiskal e. Memobilisasi sumber daya f. ~ Tingkat pertumbuhan pengeluaran kota. Beban investasi Subsidii. Defisit anggaran. Konsultasi dan koordinasi antar unit kerja b. Koordinasi dalam bekerja bagian c. Birokrasi D. Pertimbangan non-ekonomi e. Peluang administratif a.
Perhitungan teknik pendapatan dan estimasi biaya b. Fleksibilitas fiskal c. Diharapkan tingkat pengeluaran d. Dana saat membuat tarif pajak e. Batasan proses anggaran: - Waktu - Informasi f. Mengelola keuangan kota. Ini bukan waktu yang tepat untuk melepaskan dana. Biayanya terlalu tinggi, aku.  Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan alat J. Hambatan kepegawaian 2.  Pendekatan pengambilan keputusan dalam praktiknya, anggaran adalah serangkaian proses pengambilan
keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan secara rasional dan penyesuaian/tambahan yang akan dirinci sebagai berikut: Perbedaan Penyesuaian Rasional/ Teknologi Bertahap Teori Ekonomi Tradisional Teori Ekonomi Tradisional Teori Ekonomi Tradisional Teori Ekonomi Tradisional Konsep Pluralistik Organisasi Demokrasi Jenis Pendekatan Pendekatan Tujuan dan Pengukuran Alternatif Tujuan Proses Penyesuaian Antara Individu dan Kelopok,
yang memiliki nilai ekonomis, dan berbagai tingkat Power Kritik Review Alternatif tidak mungkin. Keputusan ini akan mengurangi proses penyesuaian dan akan ditentukan Proses politik proses Negosiasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan kompromi tujuan penilaian efisiensi. 3. Pendekatan psikologi/Motivasi Pendekatan/motivasi Psikologi merupakan salah satu metode apbn yang sangat baik untuk dilakukan. Mengingat berbagai asumsi, fakta dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan
pendekatan psikologis/motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang benar-benar tertata dengan baik, serta tujuan dan tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efektif. Penganggaran untuk pendekatan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan lingkungan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penganggaran untuk program yang berpikiran lingkungan. Anggaran program harus memperhitungkan konten dan peningkatan lingkungan. Dengan demikian, tujuan anggaran dan
program dapat dicapai tanpa dampak negatif permanen terhadap lingkungan. 6.2 Proses penyusunan anggaran sektor publik 6.2.1 Tujuan penyusunan anggaran: - Membantu Pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian lingkungan publik; Meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik dalam proses ororithazan; Pemerintah dapat memenuhi prioritas pengeluaran; - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DNR/DNR dan
masyarakat. 6.2.2 Faktor dominan dalam proses penganggaran adalah: - Tujuan dan tujuan yang harus dicapai - Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah - waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tujuan - Faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dll. ~ Pemerintah pusat dalam pembangunan APBD, perencana APBN bertanggung jawab atas pengembangan
Rencana Anggaran Belanja Negara (APBD) untuk mengatasi kendala tersebut. Ada enam sumber ketidakpastian yang berdampak besar dalam menentukan besarnya APBN, yaitu, 1. Harga minyak di pasar internasional 2. OPEC menetapkan kuota untuk produksi minyak 3. Pertumbuhan ekonomi 4. Inflasi 5.  Suku bunga 6.  Rupiah terhadap kurs dolar Amerika Serikat (USD) b.  Proses penganggaran pemerintah daerah dimulai dengan pemerintah daerah memberikan kebijakan anggaran
bersama pada tahun anggaran berikutnya, sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai penganggaran dalam DNR paling lambat pertengahan Juni tahun ini. Selain itu, selama negosiasi awal RUU APBN untuk tahun anggaran berikutnya, DNR akan membahas kebijakan anggaran secara keseluruhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kebijakan anggaran keseluruhan yang disepakati bersama DNR, pemerintah daerah, bersama DPR, akan membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara, yang akan digunakan sebagai panduan bagi masing-masing gugus tugas daerah pada perangkat. C. APA yang harus dicatat dalam anggaran organisasi NCO: - Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci. Kegiatan yang dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan prestasi yang terkandung dalam visi dan misi organisasi. - Siapkan rencana untuk kegiatan yang berkaitan dengan rencana program. Aturan anggaran umum, yaitu pendapatan (boleh
berasal dari lembaga masyarakat atau donatur) dan pengeluaran (biaya organisasi dan program). Setelah mengembangkan prakiraan anggaran yang baik, bandingkan strategi keuangan dan pembiayaan. D.  Rencana anggaran Dana telah dipublikasikan secara publik untuk kritik dan diskusi. Anggaran Dana tersebut merupakan alat pertanggungjawaban pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai publik. Anggaran dana tersebut berisi rencana aksi yang disampaikan dalam bentuk
rencana pendapatan dan pengeluaran dalam hal moneter. Dalam bentuknya yang paling sederhana, anggaran menyajikan dokumen komprehensif yang menjelaskan kondisi keuangan dana, yang mencakup informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan. E. Partai politik Sumber Pendanaan, yang ada di partai politik: - Pendanaan partai politik dibiayai dari: biaya keanggotaan, sumbangan yang sah secara hukum, bantuan dari APBN. Sumbangan yang sah mungkin uang, barang, dana, peralatan
dan/atau jasa. - Bantuan dari APBN yang diberikan dalam keputusan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang menerima kursi dalam representasi rakyat. - Sumbangan dari anggota dan anggota yang tidak sah secara hukum biayanya tidak lebih dari Rp200.000.000 per tahun. - Sumbangan dari perusahaan dan/atau badan hukum sebesar tidak lebih dari 800.000.000 rubel selama tahun ini. Salah satu kegunaan anggaran di partai politik adalah kampanye, yang merupakan momen
istimewa dalam rangkaian pemilihan yang disediakan oleh CPU untuk kandidat dalam pemilu. Bagian VII Perbendaharaan Negara (APBN) 7,1 Lingkup dan Pejabat Kas Negara adalah pengelolaan dan akuntabilitas keuangan publik, termasuk investasi dan kekayaan terpisah, sebagaimana diatur dalam APBN dan APBD. Treasury meliputi: a. Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah b. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah c. Pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
Pengelolaan Uang f. Pengelolaan Piutang dan Utang Negara/Daerah g. Pengelolaan Investasi dan Barang Publik/Daerah h. Pengenalan sistem akuntansi dan informasi negara pengelolaan keuangan/daerah yaitu Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas kinerja APBN/APBD J. Penyelesaian kerugian negara/daerah 7.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara bagian yang disetujui oleh DPR (berdasarkan UU 17 Tahun 2003). APBN
biasanya dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun anggaran. APBN menunjukkan besarnya pendapatan dan belanja, serta pembiayaan dalam rencana tahun anggaran daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berisi rincian sumber pendapatan pemerintah dan jenis pengeluaran masyarakat dalam waktu satu tahun, disediakan oleh undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab atas kesejahteraan besar rakyat. Tujuan APBN: 1.
Memberikan pembinaan kepada pemerintah dalam kinerja fungsinya 2. Melihat dan mengevaluasi aktivitas pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan masyarakat karena anggaran terstruktur berdasarkan Produktivitas 3. Sebagai sumber data yang akurat bagi masyarakat untuk menilai produktivitas pemerintah 4. Sebagai bentuk pelaporan pesanan penggunaan pendapatan rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Fungsi APBN 1. Fungsi organ; dengan perasaan bahwa APBN menjadi dasar pelaksanaan
perndapatan dan pengeluaran pada tahun 2 yang sesuai. Fungsi perencanaan artinya APBN menjadi tolok ukur dalam merencanakan kegiatan di tahun anggaran ke-3. Fungsi pengawasan; artinya APBN menjadi tolok ukur untuk menilai apakah Pemerintah Negara Bagian mematuhi empat regulasi tersebut. Fungsi distribusi; yang berarti bahwa APBN harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan membuang-buang sumber daya, serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Efisiensi. Fungsi distribusi artinya
APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kesusilaan. Prinsip penganggaran negara berdasarkan penerimaan negara: - Memperkuat adopsi sektor publik dalam volume dan penetapan DPK. - Mengintensifkan penagihan dan pengumpulan piutang negara, seperti sewa umum. - Memperkuat penyewaan klaim kompensasi yang dikeluarkan oleh negara dan menjanjikan denda. berdasarkan belanja pemerintah: - Hemat, tidak membelanjakan, efisiensi dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang
ada. - Diarahkan dan dipantau sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. - Manfaatkan penggunaan produk dalam negeri sebaik-baiknya dan perhatikan potensinya. Format APBN: - Tahun Anggaran 1969/1970 - 1999/2000 : APBN menggunakan format T-Account - Tahun Anggaran 2000 I-account T-Account (1969/1970 - 1999/2 000) I-account (1969/1970- 1999/2 000) Akun l-account (2000) Pihak Pendapatan dan engeluaran tangan p yang terbagi dalam berbagai kolom Partai Pendapatan dan
Pengeluaran tidak terbagi setelah pelaksanaan anggaran yang seimbang dan dinamis dari format anggaran yang seimbang dan dinamis dalam adopsi anggaran yang seimbang dan dinamis digantikan oleh surplus/defisit jelas tidak menunjukkan komposisi anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat dan otoritas daerah. Ada dua kondisi defisit anggaran: 1. Keberlanjutan primer, pendapatan umum dikurangi pengeluaran tidak termasuk pembayaran bunga. 2. Keberlanjutan total, total pendapatan dikurangi
pengeluaran, termasuk pembayaran bunga. 7.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABB) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DNR dan disediakan oleh peraturan daerah. Pendapatan daerah adat meliputi pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dll., PAD legal. Dana perimbangan meliputi dana penyaluran penghasilan (pajak dan SDA), Dana Penyaluran Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan daerah
lainnya meliputi subsidi, dana darurat, penerimaan pajak provinsi-ke-kabupaten, dana penyesuaian struktural dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi lain dan otoritas setempat. Belanja daerah meliputi: 1. Pembelian tidak langsung: Pengeluaran anggaran tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Misalnya: biaya karyawan, hibah, hibah, bantuan sosial, biaya bagi hasil, bantuan keuangan, dan biaya teknologi yang tidak terduga. 2. Pembelian langsung:
pembelian anggaran, dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ex: biaya (gaji), (gaji), barang dan jasa, belanja modal. APBD 1.  Jasa Pengembangan dan Pemberdayaan 2.  Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 3.  Sebagai sarana pendistribusi pendapatan daerah di kalangan masyarakat setempat, proses pengembangan APBD adalah: 1. Menyusun kebijakan umum Pedoman Anggaran Penyusunan APBD: a. Poin politik yang menyinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan otoritas
setempat. B.  Prinsip dan kebijakan penganggaran untuk tahun anggaran. C. Pelatihan teknis APBD D. Hal Spesial Lainnya 2. Dalam mengembangkan prioritas dan plafon waktu anggaran berdasarkan kebijakan anggaran keseluruhan yang koheren, otoritas setempat telah mengembangkan PPAS pada tahap-tahap berikut: a. Identifikasi skala prioritas untuk kasus wajib dan kasus pilihan. B.  Tentukan urutan program untuk setiap kasus. C. Buat langit-langit anggaran untuk setiap program.
Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman pengembangan RKA-SCPA. Pedoman pengembangan RKA-SKPD meliputi: a. PPA dialokasikan untuk setiap program SKPD beserta rencana pendapatan dan pembayaran. B. Menyinkronkan program dan tindakan antara kinerja SKPD dan SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. C. Batas waktu pengiriman RKA-SKPD ke PCDA. D. SKPD berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas dalam menyusun anggaran untuk mencapai hasil. E. Dokumen sebagai KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis pembelian standar dan standar harga satuan. 4. Menyusun rencana kerja dan Penyusunan anggaran SKPD RKA-SCPA berdasarkan hasil kerja berdasarkan: a.  Indikator kinerja b. Mencapai atau membidik kinerja c.  Analisis perdagangan standar d. Harga standar unite.  Standar minimum layanan 5. Penyusunan Rencana Pengatur Anggaran Daerah
RKA-SCPA, yang dikemukakan sebagai bahan persiapan oleh Raverd pada abbd dan rancangan resolusi kepala daerah tentang pengembangan anggaran. Selain itu, anggaran tersebut diserahkan kepada DNR untuk dibahas lebih lanjut, namun pertama-tama harus diserahkan kepada masyarakat. 6. Penilaian proyek APBD setelah rancangan anggaran selesai harus dinilai dengan rancangan resolusi apbd daerah agar dapat melihat tolok ukur keberhasilan anggaran yang telah dibuat. Link rowan, Jones dan
Maurice Pendlebury. 2010. 6th ed., Accouting Sektor Publik. Penerbitan Pittman. Bastian, Indra. Akuntansi sektor publik di Indonesia. BPFE: Jogyakarta. Mardiasmo. Akuntansi sektor publik. 2002. Penerbit: Andy. Nordiawan, Diddy. Catatan publik. Salemba 4: Jakarta. Jakarta. modul akuntansi sektor publik pdf. modul akuntansi sektor publik ut. modul praktikum akuntansi sektor publik. modul 2 akuntansi sektor publik ut
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